
 

 

 

57 

BAB III 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Indonesia sebagai negara maritim yang terdiri dari beribu-ribu pulau 

memerlukan pengangkutan melalui laut yang menggunakan kapal tanker menjadi 

sangat penting bahkan bernilai efektif baik bagi kehidupan masyarakat maupun 

kegiatan ekonomi dan keamanan negara. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya 

maka dapat diambil kesimpulan  : 

1. Perjanjian carter kapal berdasarkan waktu adalah suatu perjanjian timbal balik 

antara pencarter dan tercarter dengan mana tercarter mengikatkan diri untuk 

menyediakan alat angkutan dan perlengkapannya bagi kepentingan pencarter 

untuk waktu tertentu yang dipergunakan sebagai sarana angkutan laut bagi 

kepentingan pencarter, sedangkan pencarter mengikatkan diri untuk 

membayar uang carter. Pelaksanaan perjanjian carter kapal yang dilakukan 

antara PT. Bahtera Sama Rasa sebagai brokers dan agen dari Bevika. Co. Ltd 

sebagai pemilik kapal dan sekaligus pengangkut dengan PT Pertamina selaku 

pemilik muatan adalah perjanjian carter berdasarkan waktu (time charter) dan 

perjanjian yang dibuat adalah perjanjian tertulis dan telah diatur dengan jelas 

semua hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dalam hukum usaha perkapalan.  
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2. Setiap perbedaan dan perselisihan apapun sifatnya yang timbul dari perjanjian 

carter kapal ini masih mempergunakan Badan Arbitrasi di London 

berdasarkan hukum Inggris, tidak diselesaikan melalui Badan Arbitrasi 

Nasional Indonesia (BANI) walaupun sudah memungkinkan untuk itu.  

 
B. Saran-saran 

Saran-saran  yang  dapat  diberikan  sehubungan  dengan  tulisan  skripsi  

ini adalah: 

1. Dengan banyak dibutuhkannya kapal-kapal tanker pengangkutan minyak 

hendaknya pemerintah mendorong pihak swasta untuk memiliki kapal tanker, 

antara lain dengan bantuan perbankan dan diupayakan segera diratifikasi 

konvensi tentang hipotik kapal laut dan dibuat undang-undang mengenai 

hipotik kapal. 

2. Mengingat masih banyak dibutuhkan pencarteran kapal dari luar negeri, pihak 

pemerintah hendaknya mengawasi masuknya kapal-kapal tersebut masuk ke 

Indonesia untuk memastikan bahwa kapal-kapal layak laut dan para nahkoda 

dan awaknya sesuai dengan SCTW yang telah diratifikasi oleh pemerintah 

Indonesia sehingga pemakai seperti Pertamina tidak dirugikan. 

3. Indonesia sebaliknya selain meratifikasi Konvensi Internasional mengenai 

Pencemaran (CLC) tetap harus mengikuti keanggotaan dari FUND 

Convention agar dapat menerima kompensasi bantuan ganti rugi apabila 

menderita pencemaran yang lebih besar.   
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